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KOMPETENSI KOMUNIKASI PENGAWAS PEMILU
PADA PILKADA RIAU 2018

Fatmawati Moekahar?, Yudi Daherman?

Fakultas llmu Komunikasi Universitas Islam Riau
fatmawatikaffa@comm.uir.ac.id?, yudidaherman@comm.uir.ac.id?

Pendahuluan

Berdasarkan pada Surat Keputusan KPU Nomor 73 tahun 2018 bahwa Gubernur dan
wakil Gubernur Riau periode 2019 — 2024 terpilih adalah pasangan Syamsuar — Edy Nasution.
Dari sisi pengawasan, dalam pelaksanaan pilkada tersebut ditemukan banyak pelanggaran baik
administrasi maupun pidana oleh Bawaslu Riau. Oleh karena itu upaya evaluasi dilakukan demi
mewujudkan pelaksanaan pemilu yang lebih baik. Bawaslu Riau (Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Riau) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah
provinsi. Tugas dan kewenangan Bawaslu Riau adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu di
provinsi Riau. Bawaslu provinsi berkordinasi dengan seluruh jajaran pengawas pemilu di level
bawah, yakni Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan
Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Pengawasan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses
penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh
Herminus (2017) mengatakan bahwa penting sekali proses pengawasan yang dilakukan oleh
Panwas karena dapat meminimalisir tingkat kesalahan dalam pemilu. Pengawasan pemilu
bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakannya perundang-undangan mengenai pemilu secara
menyeluruh, sehingga dapat mewujudkan pemilu yang demokratis, integritas, kredibilitas,
transparan, dan akuntabilitas.

Dalam pengawasan, Bawaslu seringkali menemukan kendala karena beberapa hal,
diantaranya: adanya adanya multitafsir terhadap aturan perundangan dari para peserta pemilu,
minimnya pendidikan politik masyarakat, keterbatasan pemahaman para pengawas pemilu di
tingkat bawah (Wawancara dengan Komisioner Bawaslu Rusidi, 5 September 2018). Oleh karena
itu sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengawasan, maka kompetensi
komunikasi menjadi faktor yang penting agar terciptanya komunikasi yang efektif dari pengawas
terhadap pihak yang diawasi, yakni peserta pemilu, masyarakat, media, tim sukses dan

stakeholder lainnya.
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Payne (2005); Purwanto (2006); dan Devito (2011) mengungkapkan bahwa kompetensi
komunikasi merupakan seperangkat kemampuan seorang komunikator untuk menggunakan
berbagai sumber daya yang ada di dalam proses komunikasi. Komunikasi akan efektif tercipta
ketika proses komunikasi melibatkan berbagai kemampuan komunikator dalam memaksimalkan
sumberdaya yang dimilikinya. Begitu juga dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh
pengawas pemilu dalam melakukan tahapan pengawasan kampanye pada Pilkada 2018. Agar
tercipta efektivitas, maka pengawas harus memaksimalkan penggunaan sumberdaya yang
dimilikinya sehingga proses komunikasi berjalan lancar.

Dalam penelitian ini subyek penelitian diperoleh dengan teknik pengambilan
sampel purposive. Kualifikasi yang menjadi syarat dipilihnya narasumber dalam
penelitian ini adalah pihak-pihak yang memahami dan mengalami secara langsung dalam
proses pengawasan tahapan pemilu pada Pilkada tahun 2018. Narasumber penelitian ini
berjumlah 10 orang yang merupakan komisioner Bawaslu Provinsi dan Staf pegawai di
jajaran pengawas pemilu di lingkungan provinsi Riau. Obyek dalam penelitian ini adalah
aktivitas, kegiatan, tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau dalam

melakukan pengawasan tahapan kampanye pada Pilkada Riau tahun 2018.

Isi
Bawaslu Provinsi Riau merupakan badan yang dibentuk oleh Bawaslu RI, yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi Riau. Keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau
terdiri atas individu yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan pemilu, dan tidak
menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu Provinsi Riau didukung
oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden No. 80 tahun 2012. Sekretariat
Bawaslu Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada
Bawaslu Provinsi Riau.
Dalam melaksanakan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap
lll yang dilaksanakan Rabu 27 Juni Tahun 2018, Bawaslu Provinsi Riau telah membentuk 36
(Tiga Puluh Enam) Panwas Kabupaten/Kota, 498 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan)
Panwas Kecamatan, 1.859 PPL Desa/Kelurahan dan 11.920 (Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua
Puluh) Pengawas TPS. Berikut diagram personil Pengawas dalam pelaksanaan pengawasan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Tahun 2018:



11.920

1.859

Panwas Kabupaten/Kota Panwas Kecamatan PPL Desa/Kelurahan Pengawas TPS

Grafik 1. Jumlah Personil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
pada Tahun 2018

Pelaksanaan kampanye pemilu selama 2 minggu yakni 2 — 14 Maret 2018. Dalam proses
kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, pengawas pemilu melakukan pengawasan pada
semua metode kampanye, yang terdiri dari: Pertemuan terbatas; Pertemuan Tatap Muka dan
Dialogis; Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; Pemasangan Alat Peraga Kampanye
dan Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau dalam tahapan kampanye terdiri
dari berbagai jenis pelanggaran, diantaranya: pelanggaran kampanye tanpa Surat Tanda Terima
Pemberitahuan (STTP), ketidaksesusaian pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK),
penggunaan stiker calon gubernur pada kendaraan, keterlibatan kepala desa dan perangkatnya,
Penggunaan fasilitas publik untuk kampanye?.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau merupakan langkah awal bentuk
pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu dan pihak terkait
didalamnya. Berbagai latar belakang para peserta pemilu dan tim sukses, relawan serta partisan
yang melakukan kegiatan kampanye menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Riau dalam
melakukan proses pengawasan. Tindakan tegas diperlukan jika mereka telah terbukti melakukan
pelanggaran terhadap aturan yang sudah disosialisasikan. Namun Bawaslu Riau juga tetap
melakukan upaya persuasif demi menjaga suasana kondusif dalam pelaksanaan pemilihan
umum tersebut. Untuk melakukan tugas pengawasan ini, kompetensi komunikasi menjadi bagian
penting agar proses komunikasi dalam pengawasan efektif dilakukan.

Hasil penelitian terhadap kompetensi komunikasi pengawas pemilu pada Pilkada Riau
2018 terdiri atas:

a. Knowledge (Pengetahuan)

! Buku Laporan Bawaslu Riau. 2018. Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2018.



Pengetahuan terhadap seluruh regulasi pemilu menjadi bagian penting sebagai
pengawas pemilu. Oleh karena itu sebagai bagian dari persyaratan rekruitmen
personil pengawas pemilu, wajib memiliki pengetahuan umum tentang regulasi
pemilu. Seluruh pengawas pemilu dari level komisioner provinsi sampai pada
pengawas TPS diperlukan pengetahuan umum terhadap regulasi terkait pemilu.
Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap Il
tahun 2018 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang. Regulasi lain yang juga perlu dipahami oleh pengawas pemilu adalah
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Selain
Undang-Undang, regulasi lain yang juga menjadi bagian penting untuk diketahui
dan dipahami oleh pengawas pemilu, misalnya Peraturan KPU, Peraturan
Bawaslu, dan aturan-aturan tambahan yang menjadi petunjuk teknis dalam
pelaksanaan pilkada tahun 2018.

Dari hasil wawancara dengan komisioner Bawaslu Riau dikatakan bahwa
sesungguhnya pada semua level pengawas pemilu, pengetahuan terhadap
regulasi pemilu ini mutlak diperlukan. Namun jajaran pengawas di level bawah
(kecamatan sampai TPS) seringkali tidak memiliki pemahaman yang baik
terhadap regulasi pemilu. Pengawas pemilu hanya menjalankan tugas dan arahan
dari pengawas di level yang lebih tinggi. Meskipun secara teknis, pengawas pemilu
pada level ini yang paling banyak menemui kasus-kasus pelanggaran kampanye
di lapangan. Karena mereka merupakan pihak yang secara langsung
berhubungan dengan masyarakat.

Pengetahuan terhadap regulasi pemilu ini merupakan pijakan pengawas dalam
melakukan komunikasi kepada peserta pemilu,, masyarakat dan stakeholder lain
selama proses pengawasan. Pada saat menemui salah satu bentuk pelanggaran,
maka indikator utama sebuah tindakan yang diduga pelanggaran tersebut harus
berdasarkan pada regulasi yang berlaku. Pengetahuan sebagai dasar awal

terwujudnya kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh pengawas pemilu.



b. Skill (Keterampilan)
Kompetensi komunikasi yang kedua adalah keterampilan. Dalam hal ini pengawas
pemilu memiliki kemampuan melakukan komunikasi secara verbal dan nonverbal
komunikasi. Pendekatan persuasif menjadi bagian yang pertama yang dilakukan
pengawas pemilu ketika menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
stakeholder pemilu. Dalam hal memberikan teguran terhadap dugaan
pelanggaran oleh stakeholder pemilu, pengawas pemilu melakukan teguran
secara lisan terhadap subyek yang ditemukan di lapangan. Kesantunan dan
kesopanan menjadi nilai utama untuk melakukan komunikasi verbal dan nonverbal
demi terciptanya suasana yang kondusif. Komunikasi nonverbal dilakukan dengan
memberikan surat teguran secara tertulis kepada para terduga melanggar aturan

kampanye pemilu.

c. Attitude (Sikap)

Namun seringkali pengawas pemilu menemukan ketidakpatuhan para peserta
pemilu dan tim sukses tidak mengindahkan upaya persuasif dari pengawas
pemilu. Komunikasi persuasif secara verbal dan nonverbal telah dilakukan dalam
upaya melakukan peringatan terhadap dugaan pelanggaran, tetapi pelanggaran
tetap dilakukan. Oleh karena itu langkah yang diambil adalah sikap tegas untuk
menegakkan aturan yang berlaku. Sikap yang diambil harus berlandaskan pada
regulasi yang ada.

Dari hasil uraian diatas, maka perikut adalah model kompetensi komunikasi pengawas

pemilu dalam melakukan pengawasan kampanye pada Pilkada Riau tahun 2018:



Knowledge

. Communication PENGAWAS
..... o PEMILU

communication N o Compentecy

komunikasi dalam Attitude

pengawasan A o AN,

PILKADA
BERKUALITAS

Gambar 1. Model Communication Competency Pengawas Pemilu

Pengawas pemilu menjadi posisi komunikator, yakni pihak yang berperan menyampaikan
pesan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pemilu. Peran komunikator menjadi
sangat penting karena akan menentukan kualitas dari pemilu. Ketika komunikan (peserta pemilu,
partai politik, masyarakat dan pihak terkait lainnya) dapat efektif menerima pesan yang
disampaikan pengawas pemilu maka pemilu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Griffin
(2003) memberikan 3 indikator seseorang dikatakan kompeten, yakni: Mengerti apa yang harus
dilakukan dalam berbagai peristiwva komunikasi; Mengembangkan perilaku yang dapat

menghasilkan pesan yang tepat; dan Peduli pada pentingnya tindakan dan proses komunikasi.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kompetensi komunikasi pengawas pemilu pada
Pilkada Riau 2018 maka kompetensi komunikasi merupakan seperangkat knowledge
(pengetahuan) yang sesuai dengan konteksnya, skill (keterampilan) komunikasi verbal dan
nonverbal secara tepat dan attitude (sikap) positif terhadap komunikasi dalam proses
pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu yang berdasarkan pada regulasi pemilu.
Pengalaman kompetensi komunikasi pada tingkat Bawaslu provinsi dan kabupaten meliputi
ketiga aspek, sedangkan pada level kecamatan dan kelurahan mayoritas hanya berorientasi pada

keterampilan saja.
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